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ABSTRAK 

 

Ahmad Nurfatoni, 2021, Pelaksanaan Intiqāl Wali Nasab ke Wali Hakim sebab 

Masāfatul Qaṣri pasca-Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kec. Batang, 

Kandeman dan Bandar Tahun 2020-2021. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga 

Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Pembimbing: I. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. II. Prof. Dr. H. Makrum, 

M.Ag. 

Kata Kunci: PMA, wali hakim, masāfatul qaṣri. 

Menurut pasal 12 ayat 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan 

Nikah, apabila wali nasab tidak hadir pada saat akad nikah maka wali membuat surat 

taukīl wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan 

domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan dalam 

beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Batang, apabila wali nasab berada di 

tempat yang jauh (masāfatul qaṣri), dan tidak dapat menunjukkan surat taukīl wali, 

kepala KUA menetapkan intiqāl kepada wali\ hakim dengan mendasarkannya kepada 

ketentuanfikih munakahat. Dari sini dapat dilihat adanya perbedaan antara keputusan 

kepala KUA dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019. 

Pokok permasalahan yang penulis rumuskan adalah mengapa intiqāl wali 

nasab ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri di KUA Kecamatan Batang, Kandeman 

dan Bandar masih dilaksanakan setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan 

bagaimana argumentasi hukum serta akibat hukum dari pelaksanaan intiqāl wali 

nasab ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis alasan, 

argumentasi hukum dan akibat hukum dari penetapan intiqāl wali nasab ke wali 

hakim sebab masāfatul qaṣri setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019di KUA 

Kecamatan Batang, Kandeman dan Bandar. Penelitian ini diharapkan menjadi 

referensi bagi penelitian sejenis sekaligus menjadi kontribusi bagi pengembangan 

literasi mengenai kesesuaian aturan dalam fikih munakahat dan PMA Nomor 20 

Tahun 2019 mengenai intiqāl wali nasab ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri 

sekaligus sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk mengeluarkan regulasi 

yang mudah diaplikasikan di masyarakat. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan 

data melalui: interview, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan 

analisis komparasi (comparation analisis) dengan menemukan persamaan dan 

perbedaan praktik dan pandangan kepala KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar 

mengenai intiqāl wali nasab ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri. 

Setelah terbit PMA Nomor 20 Tahun 2019 pelaksanaan intiqāl wali nasab ke wali 

hakim sebab masāfatul qaṣri masih dilaksanakan di KUA Kec. Batang, Kandeman 

dan Bandar, tepatnya pada tahun 2020. Adanya ketentuan dalam fikih munakahat 

mengenai diperbolehkannya intiqāl ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri dan adanya 

unsur masyaqqah (kesulitan) dalam pembuatan surat taukīl wali menjadi alasan bagi 

kepala KUA dalam menerapkan kebijakan tersebut. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan 

menjadi argumentasi hukum dalam penerapan kebijakan tersebut. Meskipun secara 

administrasi tidak sesuai dengan PMA akan tetapi pernikahannya tetap sah sesuai 

dengan fikih munakahat. 



 

x 
 

ABSTRACT 

 

Ahmad Nurfatoni, 2021, Implementation of Intiqāl Wali Nasab to Wali Hakim 

because Masāfatul Qaṣri after PMA 20 of 2019 at KUA Batang, Kandeman and 

Bandar in 2020-2021. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate, 

State Islamic University of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: I. Dr. 

H. Ali Trigiyatno, M.Ag. II. Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. 

Keywords: PMA, judge's guardian, masāfatul qaṣri. 

According to article 12 (5) of PMA 20 of 2019 about marriage registration, if the 

nasab guardian is not present at the marriage contract then the guardian shall make a 

letter of taukīl wali in front of the head of KUA/Penghulu/PPN LN accordance with 

the guardian's domicile/presence and witnessed by 2 ( two) witnesses. But in several 

cases in Batang Regency, if the nasab guardian was in far away place (masāfatul 

qaṣri), and could not show the letter of taukīl wali, the head of KUA determined 

intiqāl to the judge's guardian based on fikih munakahat. Here it looks that there is a 

difference between the decision of the head of KUA and PMA 20 of 2019. 

The main problem that the author formulates is why the intiqāl nasab guardian to 

judge's guardian because of masāfatul qaṣri in the KUA of Batang, Kandeman and 

Bandar is still being implemented after the publication of PMA 20 of 2019 and what 

are the legal arguments and legal consequences of the implementation of the intiqāl 

nasab guardian to judge's guardian because of masāfatul qaṣri. 

The aim of this research is to explain and analyze the reasons, legal arguments and 

legal consequences of the appointment of intiqāl nasab guardians to judge's guardian 

because of masāfatul qaṣri after the the publication of PMA 20 of 2019 in the KUA 

of Batang, Kandeman and Bandar. 

This research is expected to be a reference for similar research as well as a 

contribution to the development of literacy regarding the suitability of the rules in 

jurisprudence and PMA 20 of 2019 concerning intiqāl nasab guardian to judge's 

guardian because masāfatul qaṣri and also as input for policy makers to issue easy 

applianced regulations to apply in society . 

This type of research is qualitative with descriptive methods. Data collection 

through: interviews, observation and documentation. The data analysis uses 

comparative analysis by finding similarities and differences in practices and views of 

head of KUA Batang, Kandeman and Bandar regarding the intiqāl of nasab guardian 

to judge's guardian because of masāfatul qaṣri. 

After the publication of PMA 20 of 2019, the implementation of intiqāl nasab 

guardians to judge’s guardian because masāfatul qaṣri is still being carried out at the 

KUA Batang, Kandeman and Bandar, especially in 2020. The existence of provisions 

in fikih munakahat regarding the permissibility of intiqāl to judge’s guardian due to 

masāfatul qaṣri and because of masyaqqah (difficulty) in making guardian taukīl 

letters are the reasons for the head of the KUA to implement this policy. Article 2 

paragraph (1) of UU Perkawinan is the legal argument in implementing this policy. 

Even though administratively the marriage is not suitable with PMA but the marriage 

is valid according to fikih munakahat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pernikahan atau perkawinan bagi warga negara Indonesia adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum pernikahan bagi umat Islam di 

Indonesia diatur dalam fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang merupakan kodifikasi hukum Islam yang dijadikan rujukan oleh hakim 

dan penghulu dalam bidang pernikahan (Kementerian Agama RI: 2018). 

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga di 

samping sah sesuai dengan aturan agama, pernikahan harus tercatat di 

lembaga pencatat pernikahan. 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

Pencatatan Nikah yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2019 adalah 

peraturan perundang-undangan dalam bidang pencatatan nikah bagi umat 

Islam di Indonesia yang berlaku saat ini, yang di dalamnya memuat ketentuan 

administrasi pernikahan dan juga hukum pernikahan seperti rukun nikah 

termasuk ketentuan mengenai wali nikah. Petunjuk teknis pelaksanaan PMA 

ini adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada tanggal 1 Juli 2020. 

Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman bagi Kantor Urusan Agama 
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(KUA) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pencatatan 

nikah. 

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dan 

rukun yang sudah ditetapkan. Dalam Pasal 14 KHI dijelaskan bahwa 

persyaratan tersebut adalah keberadaan calon suami dan calon istri, wali nikah, 

dua orang saksi dan adanya ṣigat ijab kabul. Pernyataan ijab dilakukan oleh 

wali nikah dan pernyataan kabul dilakukan oleh calon pengantin laki-laki atau 

wakilnya dengan dua orang sebagai saksinya. Wali nikah bagi calon pengantin 

perempuan adalah rukun yang eksistensinya harus dipenuhi karena ia yang 

akan bertindak untuk menikahkan calon pengantin wanita. Keberadaan wali 

nikah menjadi hal yang penting karena kedudukannya sebagai persyaratan dan 

rukun dalam pernikahan. Apabila wali yang berhak tidak ada maka yang 

berhak menjadi wali adalah hakim. Sedangkan jika wali berhalangan maka 

berlaku ketentuan apakah harus berpindah kepada wali dengan urutan 

setelahnya atau kepada wali hakim atau dengan membuat surat taukīl wali. 

Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) PMA Nomor 20 Tahun 2019, apabila 

wali nasab tidak hadir pada saat akad nikah maka wali mewakilkan 

perwaliannya kepada orang lain dengan membuat surat taukīl wali di hadapan 

Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/ 

keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Surat taukīl wali ini 

berlaku bagi semua wali nikah yang tidak dapat hadir pada saat akad nikah, 

dan tidak ada perbedaan dalam hal jauh dekatnya posisi wali nikah. Format 

surat taukīl wali ini diatur dalam Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 yang 
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berbentuk surat ikrar taukīl wali. PMA tidak mengatur taukīl wali yang lain 

seperti melalui sambungan telepon, video call atau media telekomunikasi 

lainnya.  

Dengan berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019, intiqāl (perpindahan) 

wali nasab ke wali hakim yang disebabkan ketidakhadiran wali nasab pada 

saat akad nikah karena berada di tempat yang jauh (sejauh jarak 

diperbolehkannya qaṣr salat atau diistilahkan dalam bahasa fikih sebagai 

masāfatul qaṣri) seharusnya sudah tidak terjadi lagi. Sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 13 ayat (3) bahwa perpindahan wali nasab kepada wali hakim 

dapat dilaksanakan apabila: a) wali nasab tidak ada; b) walinya „aḍal; c) 

walinya tidak diketahui keberadaannya; d) walinya tidak dapat 

dihadirkan/ditemui karena dipenjara; e) wali nasab tidak ada yang beragama 

Islam; f) walinya dalam keadaan berihram; g) wali yang akan menikahkan 

menjadi pengantin itu sendiri. Wali yang berada di tempat yang jauh 

(masāfatul qaṣri) tidak masuk dalam ketentuan sebab perpindahan wali nasab 

ke wali hakim. 

Sebelum diberlakukannya PMA Nomor 20 Tahun 2019 ini, ketentuan 

intiqāl wali nasab ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri masih dilaksanakan 

oleh para penghulu di Indonesia, termasuk penghulu di Kabupaten Batang, 

karena memang dalam fikih munakahat hal tersebut diperbolehkan 

sebagaimana dijelaskan dalam buku Pedoman Fiqh Munakahat (Dirjen Bimas 

Islam dan Penyelenggara Haji, 2002: 19), yang masih memasukkan ketentuan 

wali yang berada di tempat jaraknya sejauh masāfatul qaṣri (sejauh perjalanan 



4 

 

yang membolehkan salat qaṣar) yaitu 92,5 km sebagai salah satu syarat 

diperbolehkannya intiqāl wali nasab ke wali hakim. Di samping itu, ketentuan 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meski secara tidak langsung, masih 

mengakui adanya kemungkinan intiqāl wali nasab ke wali hakim sebab 

masāfatul qaṣri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) KHI bahwa 

wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada 

dan atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat 

tinggalnya atau gaib atau „aḍal atau enggan. Pasal tersebut menjelaskan salah 

satu sebab berpindahnya wali nasab ke wali hakim karena adalah tidak 

mungkin menghadirkan wali yang bisa jadi disebabkan wali berada di tempat 

yang jauh masāfatul qaṣri. 

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Batang, yaitu di 

KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar, apabila wali nasab berada di 

tempat yang jauh (sejauh diperbolehkannya qaṣr shalat atau diistilahkan dalam 

bahasa fikih sebagai masāfatul qaṣri), dan tidak dapat membuat surat taukil 

wali, kepala KUA menetapkan intiqāl kepada wali\ hakim. Karena dalam 

tataran praktis, ternyata ada beberapa kendala dalam penerapan aturan taukīl 

wali, sehingga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana peraturan yang ada. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Muchamad Machmud, S.Ag, penghulu KUA 

Kecamatan Batang pada waktu itu (wawancara, 04 Januari 2023) mengenai 

kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Batang, yaitu wali nikahnya (nasab) 

berada di pelayaran sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan taukīl 

wali sebagaimana yang diatur dalam PMA.  
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Demikian juga yang penulis jumpai di KUA Kecamatan Bandar 

sebagaimana dijelaskan penghulu KUA Kecamatan Bandar pada waktu, 

Wardoyo, S.Pd.I (wawancara, 01 Maret 2023), yaitu wali nikahnya tidak dapat 

hadir pada saat akad nikah karena berada di Malaysia yang merasa kesulitan 

untuk melakukan ikrar taukīl wali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Luar 

Negeri (PPN LN) setempat, ditambah lagi dengan adanya lockdown pada masa 

pandemi covid 19 yang semakin menambah kesulitan untuk mencapai instansi 

yang dimaksud, sehingga ikrar taukīl wali yang dipersyaratkan dalam PMA 

Nomor 20 Tahun 2019 tidak bisa didapatkan, padahal penikahan anaknya 

harus segera dilaksanakan. Hal yang sama dilakukan oleh Kepala KUA Kec. 

Kandeman pada waktu itu, Filusufi, S.Ag., M.Sy (wawancara, 04 April 2023) 

yang juga menetapkan intiqāl wali nasab kepada wali hakim disebabkan wali 

nasab berada di tempat yang jauh. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya wali 

sudah dihubungi dan diminta untuk membuat surat taukīl wali, akan tetapi 

karena beberapa hal, wali keberatan mengusahakan surat taukīl wali dan 

menyerahkan keputusannya kepada kepala KUA untuk menikahkan calon 

pengantin.  

Tabel 1.1 Data Peristiwa Nikah dengan Wali Hakim KUA Kec. Batang, 

Kandeman dan Bandar Tahun 2020-2021 

NO KUA TAHUN JUMLAH 
WALI 
NASAB 

WALI 
HAKIM 

SEBAB WALI HAKIM 

Tidak ada 

wali nikah 

Wali 

adhal 

Wali 

mafqūd 

Wali di-

penjara 

Wali non 

muslim 

Wali 

sedang 

ihram 

Wali 

menjadi 

pengan-
tin 

Sebab 

lain/Masâ

fatul qaṣri 

1 Batang 
2020 980 896 74 58 1 16 0 0 0 0 9 

2021 1028 955 78 53 0 19 0 2 0 0 0 

2 Kandeman 
2020 435 388 50 34 0 8 0 0 0 0 8 

2021 426 359 72 51 0 16 0 0 0 0 0 

3 Bandar 
2020 600 560 40 27 0 10 0 1 0 0 2 

2021 588 544 44 34 0 8 0 2 0 0 0 
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Dalam  PMA Nomor 20 Tahun 2019 terdapat batasan dalam hal wali 

nikah yang tidak bisa hadir pada saat akad nikah dilaksanakan, dengan 

rincian: (1) Jika wali tidak diketahui keberadaannya (mafqūd) harus 

dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin yang 

disaksikan oleh dua orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah 

setempat. (2) Jika wali tidak dapat dihadirkan dikarenakan sedang berada 

dalam tahanan, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang 

berwenang. (3) Jika wali tidak hadir pada saat akad nikah, (baik berada di 

dekat tempat nikah maupun berada ditempat yang jauh) maka wali nikah 

membuat surat taukīl wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/ 

PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua 

orang saksi. Adanya ketentuan mengenai taukīl wali ini secara umum sudah 

diterapkan oleh KUA di Kabupaten Batang, baik dalam hal mengeluarkan 

surat taukīl wali maupun dalam menerimanya (sebagai perlengkapan 

persyaratan nikah) meskipun dalam pelaksanaannya belum maksimal. 

Dari paparan dan data di atas diketahui bahwa pada tahun 2020, KUA 

Kec. Batang, Kandeman dan Bandar dalam beberapa kasus pernikahan masih 

menggunakan ketentuan intiqāl wali nasab ke wali hakim dengan sebab 

masāfatul qaṣri sebagaimana ketentuan fikih munakaat yang berlaku sebelum 

terbitnya PMA ini. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan PMA 

yang mensyaratkan adanya taukīl wali bagi wali nasab yang tidak dapat hadir 

pada saat akad. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pelaksanaan Intiqâl Wali Nasab ke Wali Hakim 
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sebab Masāfatul Qaṣri pasca Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA 

Kec. Batang, Kandeman dan Bandar Tahun 2020-2021”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak mengakomodir intiqāl wali nasab ke 

wali hakim sebab masāfatul qaṣri. 

2. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak mengatur taukīl wali melalui 

sambungan telepon, video call atau media telekomunikasi lainnya. 

3. Pada tahun 2020, dalam beberapa kasus pernikahan KUA Kec. Batang, 

Kandeman dan Bandar masih menggunakan ketentuan intiqâl wali nasab 

ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri. 

4. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan wali nikah tidak dapat 

membuat surat taukīl wali. 

5. Adanya pertentangan antara fikih munakahat yang masih mengatur intiqâl 

wali nasab ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri di satu sisi dengan PMA 

Nomor 20 Tahun 2019 yang tidak mengakomodir ketentuan tersebut. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka 

dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang 

dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. 

Penelitian ini menitikberatkan pada terjadinya praktik intiqāl wali nasab ke 
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wali hakim sebab masāfatul qaṣri setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 

2019 yang terjadi di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar pada tahun 

2020 dan 2021. Dari penelitian tersebut akan menjelaskan fakta di lapangan 

mengenai alasan masih diterapkannya intiqāl wali nasab ke wali hakim sebab 

masāfatul qaṣri setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019, terutama yang 

terjadi pada tahu 2020. Di samping itu akan diketahui argumentasi hukum 

yang digunakan oleh kepala KUA dan juga akibat hukum dari penetapan 

intiqāl wali nasab ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri tersebut. 

1.4  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka kami susun beberapa rumusan masalah agar sebuah penelitian menjadi 

lebih jelas dan terarah. Rumusan masalah sebagaimana dimaksud adalah: 

1. Mengapa intiqāl wali nasab ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri setelah 

terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 masih dilaksanakan di KUA Kec. 

Batang, Kandeman dan Bandar? 

2. Bagaimana argumentasi hukum Kepala KUA Kec. Batang, Kandeman dan 

Bandar dalam menetapkan intiqāl wali nasab ke wali hakim sebab 

masāfatul qaṣri setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019? 

3. Bagaimana akibat hukum atas pelaksanaan intiqāl wali nasab ke wali 

hakim sebab masāfatul qaṣri setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 

2019 oleh Kepala KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar? 
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1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menjelaskan dan menganalisis alasan Kepala KUA Kec. Batang, 

Kandeman dan Bandar mengenai pelaksanaan intiqāl wali nasab ke wali 

hakim sebab masāfatul qaṣri setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 

2019. 

2. Menjelaskan dan menganalisis argumentasi hukum Kepala KUA Kec. 

Batang, Kandeman dan Bandar dalam menetapkan intiqāl wali nasab ke 

wali hakim sebab masāfatul qaṣri setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 

2019. 

3. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum atas pelaksanaan intiqāl wali 

nasab ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri setelah terbitnya PMA Nomor 

20 Tahun 2019 oleh Kepala KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar.  

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

a. Secara Teoritis 

Sebagai upaya kontribusi bagi pengembangan literasi mengenai kesesuaian 

aturan dalam fikih munakahat tentang intiqāl wali nasab ke wali hakim 

sebab masāfatul qaṣri dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di kalangan 

praktisi (KUA). 
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b. Secara Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi 

(KUA) dalam mengimplementasikan PMA Nomor 20 Tahun 2019 

kaitannya dengan penetapan wali hakim sebab masāfatul qaṣri. 

2) Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan berkaitan  PMA Nomor 20 

Tahun 2019 yang sudah tidak mengakomodir intiqāl wali nasab ke wali 

hakim sebab masāfatul qaṣri dan kurang efektifnya implementasi taukīl 

wali bilkitābah. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka 

pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tujuh bab, yaitu: 

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua memuat uraian tentang landasan teori tentang intiqāl wali 

nikah meliputi wali nikah, intiqāl wali, ketidakhadiran wali nikah dan taukīl 

wali dan juga memuat hasil penelitian terdahulu dan kerangka teoritik dari 

penelitian ini. 

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh 

peneliti yang meliputi desain penelitian, latar penelitian, data dan sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, teknik 

analisis data dan teknik simpulan data. 
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Bab keempat, berisi uraian tentang gambaran umum latar penelitian 

yaitu gambaran umum KUA Kec. Batang, Bandar dan Kandeman.  

Bab kelima, bagian ini berisi uraian tentang penyajian dan deskripsi 

data serta temuan penelitian. 

Bab keenam, merupakan pembahasan atau analisis terhadap data dan 

temuan penelitian yang mengaitkan latar penelitian, temuan penelitian, 

landasan teori dan pustaka.  

Bab ketujuh adalah penutup yang berisi simpulan yang merupakan 

jawaban singkat, saran-saran bagi pihak-pihak terkait yang diajukan 

berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian dan terakhir adalah kata 

penutup dari peneliti yang memberikan informasi penelitian selesai 

dilakukan. 
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BAB VII 

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

7.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik intiqâl wali nasab ke 

wali hakim sebab masâfatul qaṣri setelah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 

2019 di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar tahun 2020-2021, bisa 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Intiqāl wali nasab ke wali hakim sebab masāfatul qaṣri di KUA Kec. 

Batang, Kandeman dan Bandar masih diimplementasikan pada tahun 

2020 meskipun telah terbit PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang sudah 

tidak mengakomodir adanya ketentuan tersebut. Meskipun bertentangan 

dengan PMA akan tetapi praktik tersebut masih sesuai dengan 

ketentuan dalam fikih munakahat. Di antara alasan yang digunakan 

kepala KUA adalah : 

- Pada tahun 2020 adalah masa-masa transisi sehingga diperlukan 

sosialisasi ke masyarakat mengenai surat taukīl wali.  

- Fikih munakahat masih mengatur ketentuan intiqāl wali nasab ke 

wali hakim sebab masâfatul qaṣri. 

- Adanya unsur masyaqqah (kesulitan) dalam pengurusan surat taukīl 

wali apalagi pada tahun 2020 adalah masa pandemi covid 19 yang 

membatasi aktivitas masyarakat.  
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- Intiqāl wali nasab ke wali hakim sebab masâfatul qaṣri yang 

dilaksanakan atas sepegetahuan wali nikah. 

- Petunjuk teknis pelaksanaan PMA, yaitu Kepdirjen Nomor 473 

Tahun 2020 baru diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2020, enam bulan 

setelah diberlakukannya PMA. 

b. Dasar hukum yang dipakai oleh Kepala KUA dalam menetapkan intiqāl 

wali nasab ke wali hakim sebab masâfatul qaṣri setelah terbitnya PMA 

Nomor 20 Tahun 2019 adalah pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu 

pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan warga negara Indonesia. Bagi pemeluk 

agama Islam, dasar hukum dalam pernikahan adalah fikih munakahat, 

baik fikih klasik maupun buku fikih yang sudah dikodifikasikan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pemberlakuannya berdasarkan 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 

c. Pernikahan dengan wali hakim sebab masâfatul qaṣri setelah terbitnya 

PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang terjadi di KUA Kec. Batang, 

Kandeman dan Bandar secara agama adalah sah, tetapi cacat secara 

administrasi karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

mengenai pencatatan nikah yang berlaku. 

7.2 Saran 

Dalam urusan pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya 

berpedoman kepada semua ketentuan yang ada dalam PMA Nomor 20 Tahun 

2019, agar pernikahan yang dilaksanakan tidak cacat administrasi karena 
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KUA sebagai instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

sudah seharusnya tunduk kepada peraturan yang ada (PMA). Oleh karena itu, 

hendaknya ketentuan dalam PMA disinkronkan dengan KHI ataupun fikih 

munakahat, sehingga keduanya berjalan bersama dan tidak terkesan ada 

pertentangan yang tentu saja berasaskan kemudahan dalam pelaksanannya, 

sehingga adanya potensi kesulitan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan PMA 

tersebut seperti pengurusan surat taukīl wali dapat dapat diberikan solusi yang 

sesuai dengan regulasi dan tetap memenuhi persyaratan secara fikih 

munakahat. Misalnya pemangku kebijakan dapat mengeluarkan aturan baru 

taukil wali dengan media telekomunikasi seluler seperti telepon atau video 

call, yaitu kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti 

sekarang ini atau tetap memperbolehkan intiqāl wali nasab ke wali hakim 

sebab masâfatul qaṣri. 

7.3 Penutup  

Semoga hasil penelitian dapat membuka wacana baru dalam bidang 

pencatatan nikah, baik bagi praktisi (KUA) maupun pemangku kebijakan agar 

pelayanan pernikahan di KUA dapat terlaksanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada dan juga tetap berdasarkan fikih munakahat.  
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